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Abstract

Abstrack

AMAN Sumbawa is a branch organization of the AMAN Executive Board which was founded in 2009 by organizing members of 25 indigenous communities in two districts, namely Sumbawa and West Sumbawa Regencies which have a vision of how indigenous communities can be politically sovereign, economically independent and culturally dignified. This research uses a research approach. The research method used in this research is empirical legal research.  Data collection techniques are interviews, observation and documentation which are used concretely related to research.  The data obtained in this research was analyzed using qualitative descriptive analysis and findings in the field.  The results of the research are that the existence of AMAN Sumbawa plays a very important role in forming an Indigenous Community-Owned Business Entity (BUMMA). This is a form of effort so that AMAN member indigenous communities in the AMAN Sumbawa working area can carry out independent indigenous businesses that are not dependent on other parties. The steps taken to encourage BUMMA for indigenous communities are first; socializing to indigenous communities to ask for agreement, secondly a workshop to select BUMMA management from either men or women, thirdly local training on superior product development, fourthly workshop on marketing strategies and profit sharing in each indigenous community. And the locations of indigenous communities that have been established by BUMMA by AMAN Sumbawa are in 11 (eleven) BUMMA locations. First; Cek Bocek Selesek Reen Sury traditional community, Lawin Village, Ropang sub-district, Sumbawa district, second; Usal Ponto Ai Padeng indigenous people, Mama village, Lopok sub-district, Sumbawa district, third; Pusu traditional community, Tepal village, Batulanteh sub-district, Sumbawa district, fourth; the Bakalewang Kanar indigenous community, Labuhan Badas village, Labuhan Sumbawa subdistrict, Sumbawa district, fifth; Payung Jolo traditional community, Lape village, Lape sub-district, Sumbawa district, sixth;  the Rebu Payung traditional community, Sepayung village, Plampang subdistrict, Sumbawa district, seventh; Pekasa traditional community, Jamu village, Lunyuk sub-district, Sumbawa regency, eighth; Riu traditional community, Tepal village community, Batulanteh sub-district, Sumbawa district, Sembilan; the Ponan traditional community, Poto village, Moyo Hilir sub-district, Sumbawa district, tenth: the Talonang Hamlet traditional community, Talonang Baru village, Sekongkang sub-district, West Sumbawa regency and eleventh: the Koweng Tatar traditional community, Maluk village, Maluk sub-district, West Sumbawa regency.
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Abstrak

AMAN Sumbawa  merupakan organisasi cabang dari Pengurus Besar AMAN yang didirikan pada tahun 2009 dengan menggorganisir anggota 25  komunitas masyarakat adat di dua kabupaten yakni Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yang memupunyai visi bagaimana masyarakat adat bisa berdaulat dalam politik, mandiri secara ekonomi dan bermartbat secara budaya. Penelitian ini menggunakan pendekan penelitian Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penlitian ini adalah penelitian hukum empiris.  Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang digunakan secara kongkrit yang berkaitan dengan penelitian.  Data diperoleh dalam penelitian ini adalah dianalisis dengan menggunakan analisis diskriftif kualitatif dan hal-hal termuan di lapangan.  Adapun hasil penelitian adalah bahwa keberadaan AMAN Sumbawa sangat berperan penting dalam membentuk Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) ini adalah sebagai bentuk upaya agar masyarakat adat anggota AMAN di wilayah kerja AMAN Sumbawa dapat melakukan usaha mandiri masyarakat adat yang tidak tergantung dengan pihak lain. Adapun langkah yang dilakukan dalam mendorong BUMMA bagi masyarakat adat pertama; mensosialisasikan kepada masyarakat adat untuk minta kesepakatan, kedua workshop untuk memilih kepengurusan BUMMA baik dari laki-laki atau perempuan, ketiga lokalatih pengembangan produk unggulan, ke empat workshop starategi pemasaran dan bagi hasil disetiap komunitas adat. Dan lokasi-lokasi masyarakat adat yang telah dibetuk BUMMA oleh AMAN Sumbawa adalah ada di 11 (sebelas) lokasi  BUMMA. Pertama; komunitas adat Cek Bocek Selesek Reen Sury Desa Lawin kecamatan Ropang kabupaten Sumbawa, kedua ; masyarakat adat usal ponto Ai Padeng desa Mama kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa, ketiga; komunitas adat Pusu desa Tepal kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa, ke empat ; masyarakat adat Bakalewang Kanar desa Labuhan Badas kecamatan Labuhan Sumbawa kabupaten Sumbawa, ke lima; komunitas adat Payung Jolo desa Lape kecamatan Lape kabupaten Sumbawa, ke enam;  komunitas adat Rebu Payung desa Sepayung kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa, ke tujuh; komunitas adat Pekasa desa Jamu kecamatan Lunyuk kabupaten Sumbawa, ke delapan ; komunitas adat Riu komunitas desa Tepal kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa, ke Sembilan ; komunitas masyarakat adat ponan desa Poto kecamatan Moyo Hilir kabupaten Sumbawa, ke sepuluh : komunitas adat Pedukuhan Talonang desa Talonang Baru kecamatan Sekongkang kabupaten Sumbawa Barat dan ke sebelas: komunitas adat Koweng Tatar desa Maluk kecamatan Maluk kabupaten Sumbawa Barat. 

Kata kunci:

Masyarakat adat, BUMMA, Pemberdayaan
Latar Belakang:

Bicara soal masyarakat adat mungkin bagi banyak kalangan di Sumbawa masih asing di telinga. Karena istilah masyarakat adat di Sumbawa belum pernah di dengar oleh publik, bahkan sama sekali tidak mengenal yang namanya masyarakat adat. Namun ada satu lembaga di Sumbawa yang konsisten selama ini bicara soal masyarakat adat sebut saja Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa. AMAN Sumbawa ini mulai konsisten bicara soal masyarakat adat dan siapa masyarakat adat di Sumbawa  yaitu pertama kali di dengungkan pada tahun 2009 lalu. Perjalanan panjang AMAN Sumbawa selalu menyentuh soal pergerakan masyarakat adat di Sumbawa baik soal isu-isu sumber daya alam, budaya, politik  dan peningkatan ekonomi masyarakat adat. 

Namun sepanjang tahun 2009- 2015 AMAN Sumbawa terus bicara soal pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Sumbawa. Dimana masyarakat adat yang dikatakan oleh AMAN adalah masyarakat adat apa yang disebutkan dalam  UUD Tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menyebutkannya. Sebut saja salah satu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan Umum pasal 1 Permendagri No. 52 Tahun 2014 bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Berangkat dari dasar Negara tersebut dan pengertian masyarakat adat dalam berbagai peraturan, inilah yang menjadi konsistensi AMAN Sumbawa dalam memperjuangkan masyarakat adat sebagaiamana semangat pendiri bangsa agar masyarakat adat mendapatkan penghormatan, pemenuhan hak terhadap masyarakat adat terutama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Semangat ini dicetuskan dalam pergerakan pertama kali AMAN berkongres yakni tahun 1999. Bahwa pengertian masyarakat adat adalah Sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu,  memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat ( pasal10 ayat 2 ) tahun 1999.
 Bahwa masyarakat adat harus berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Tiga cita-cita besar ini sehingga AMAN Sumbawa terus melakukan pendampingan dalam menuju cita-cita masyarakat adat di Sumbawa.

Di Sumbawa siapa masyarakat adat yang dikatakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Berdasarkan data yang dimiliki oleh AMAN Sumbawa ada 23 sebaran masyarakat adat yang menjadi olahannya. 
 masyarakat-masyarakat adat ini wajib hukumnya bagi organisasi AMAN Sumbawa untuk melakukan pengembangan terhadap masyarakat adat baik secara politik, budaya dan ekonomi. Dalam hal politik AMAN Sumbawa konsistensi dalam mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat adat baik ditingkat desa dan kabupaten. Ditingkat desa telah lahir berbagai produk hukum desa seperti perdes Desa Lawin No. 1 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury, Perdes Desa Sepayung No 1.Tahun 2020  tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Rebu Payung serta Perkades Desa Talonang No. 1 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat pedukuhan Talonang. 

Dari sisi politik cukup maju dalam pengorganisasiannya begitu juga dalam hal budaya mendorong inventarisir budaya yang didaftarkan ke kementerian. Melihat sisi lain, keberhasilan AMAN Sumbawa ini cukup membuat simpatik para pihak, seperti mengambil jalan terjal membuat Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA). Inilah yang menadi tertarik selaku akademisi untuk menelisik lebih jauh apa yang membuat AMAN Sumbawa mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat jadi alternatif sebagaui jalan peningkatan ekonomi masyarakat adat bagi masyarakat adat anggota AMAN di Sumbawa. 

b. TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Pemberdayaan Masyarakat:

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an manjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.

Kata “pemberdayaan ” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “Empowerment”, pemeberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.
 Secara konseptual pemeberdayaan (emperworment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).
  Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

b. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara :

AMAN adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan komunitas-komunitas masyarakat adat nusantara.
 Organisasi AMAN ini adalah organisasi nirlaba yang bersifat independen yang memiliki fungsi : (a) sebagai wadah  perhimpunan masyarakat adat untuk memperjuangkan hak –hak masyarakat adatnya dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi; (b) membela melindungi dan melayani hak-hak masyarakat adat, (c) memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat adat dalam segala aspek kehidupan. Dengan tujuan adalah untuk terwujudnya masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

c. Masyarakat hukum Adat

Istilah masyarakat hukum adat dikenal juga dengan istilah masyarakat tradisional (the indigenous people), dan dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah masyarakat adat.
 Sedangkan istilah masyarakat hukum adat (adatrechtsgeneebschap) merupakan istilah yuridis yang banyak diigunakan dalam dokumen hukum di Indonesia yang lahir dari bentuk kelompok masyarakan masyarakat yang disebut masyarakat hukum (rechtsgemeenshappen) yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan atas dasar hukum yang dipakai yaitu hukum adat, sebagaimana yang dibarkan oleh pemikir hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar.
 Soerjono Soekanto memberikan rumusan untuk menentukan siapa yang menjadi warga masyarakat hukum adat dan siapa yang bukan warga masyarakat dibedakan dalam;

( a). masyarakat hukum adat territorial

(b). masyarkat hukum adat geneologis

(c). masyarkat hukum adat geneologis-teritorial /sebaliknya. 

Menurut Aliansi Masyarakat Adat nusantara merumuskan pengertian masyarakat hukum adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul  leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah ada yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan kelembagaan adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.
 Lebih lanjut Masyarakat hukum adat, Masyarakat hukum adat, masyarakat yang hidup dalam kelompok yang beranggota masyarakat itu sendiri, yang kehidupannya sangat bergantung pada tatanan nilai historis yang berkembang di dalamnya. Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki budaya, yang diatur oleh hukum adat dan memiliki lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Dari definisi di atas, setidaknya ada 3 aspek yang merupakan ciri masyarakat adat yaitu: pertama, ada sekelompok orang yang hidup dalam satu wilayah tertentu sebagai subjek hukumnya, kedua, ada basis materi (sumber daya alam) yang bersumber dari proses subyek ini membangun peradaban, dan ketiga ada organiasi dan tata aturan yang mereka buat dan tatai bersama. Untuk melihat keberadaan Masyarakat Adat di lapangan, kita harus melihat realitas keberadaan 3 aspek tersebut.
 

Sedangkan pengertian masyaakarakat adat menurut undang dasar Negara Pasal. 18 B (2) UUD 1945 (amandemen. ke-2, 2000):  “Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang”.Pasal. 28 I (3) UUD 1945 (amand. ke-2, 2000): “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”
d. Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat dan BUMMA

Kedaulatan pangan secara singkat dapat dipahami sebagai hak masyarakat (adat) memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan potensi sumberdaya dan budaya mereka. Pangan diproduksi secara mandiri dengan sistem mereka sendiri. Sistem produksi pangan yang sesuai dengan kondisi wilayah adat, nilai/norma adat dan pengetahuan masyarakat adat. Sistem pertanian, peternakan, perladangan, perikanan dan sistem produksi pangan lainnya di wilayah adat. 

Kedaulatan pangan merupakan bagian dari gerakan kemandirian masyarakat adat. “Kemandirian masyarakat adat tercapai jika kita hidup sejahtera dan berbahagia dengan mengelola secara bijaksana dan berkelanjutan seluruh kekayaan titipan leluhur, baik kekayaan material yang berada di bawah, di atas di permukaan tanah di dalam wilayah adat kita masing-masing maupun kekayaan immaterial berupa spritulitas, pengetahuan, seni tradisi, kesusasteraan, ritual-ritual dan kearifan adat kita. Ekonomi masyarakat adat mandiri jika sungai, laut, hutan dan tanah leluhur kita menyediakan kebutuhan hidup berkecukupan bagi kita. Pangan cukup, energi pun cukup! Ekonomi kita mandiri jika kreatifitas dan inovasi dalam budaya kita membahagiakan diri kita sendiri dan orang lain di sekitarnya” (Maklumat KMAN V, Maret 2017).
 

Sedangkan BUMMA adalah Badan Usaha Milik Masyarakat adat yang diparkarsai oleh setiap komunitas di masing-masing komunitas adat sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat agar masyarakat adat bisa mandiri dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat bagi masa yang akan datang. 

C. METODE PENELITIAN:

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penlitian ini adalah penelitian hukum empiris.  

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisoner dan observasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. 
2. Data Sekunder 

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. 

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu: 
1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: 

a) Buku-buku, b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penelitian, d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan. 
3) Bahan Hukum Tersier 

bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: a) Kamus Hukum , b) Kamus Bahasa Indonesia ,c) Kamus Bahasa Inggris, d) Ensiklopedia terkait.  

C. LOKASI PENELITIAN:

Penelitian ini dilakukan di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Sumbawa

D. TEKNIK ANALISIS DATA

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan pengurus Aliansi Masyarakat adat Nusantara (AMAN) yang terkait, dan masyarakat adat di wilayah kerja AMAN Sumbawa yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang relevan sesuai dengan prinsip dan kaidah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. AMAN SUMBAWA

AMAN Sumbawa  merupakan organisasi cabang dari Pengurus Besar AMAN (PB AMAN), atau kata lainnya adalah cabang AMAN di tingkat daerah. Di AMAN Daerah Sumbawa (AMANDA Sumbawa) yang beranggotakan 23  komunitas adat di dua kabupaten yakni Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, dengan populasi sekitar 20  Ribu Jiwa. 

AMAN Daerah Sumbawa sudah masuk usia ke-12 tahun sejak berdiri pada tahun 2009. Untuk mengorganisir anggota, saat ini AMAN Daerah Sumbawa banyak sekali bersentuhan dengan pendampingan atau pembelaan kasus-kasus, serta  pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat adat baik sekitar hutan maupun wilayah-wilayah pesisir melalui program-program pemberdayaan atau ekonomi kreatif masyarakat adat, etnografi, riset, seminar dan workshop tentang pentingnya kesiapan masyarakat adat dalam menghadapi perubahan iklim.  Tahun terakhir aktif mengkampanyekan isu-isu perubahan Iklim di kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adat. Seperti halnya melakukan program-program pemetaan wilayah adat sampai ke perencanaan tata ruang wilayah adat. Serta mendorong terus pelaksanaan atas pengakuan dan perlindungan masyarakat  adat di dua Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Disamping itu terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan adavokasi nasional maupun Internasional. 

Namun selain isu-isu konflik yang diurus oleh AMAN Sumbawa. Mulai dua tahun terakhir AMAN Sumbawa mulai fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat adat di Sumbawa. AMAN Sumbawa terus mendorong berbagai upaya agar masyarakat adat menuju cita-cita masyarakat adat yang berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan bermartabat secara budaya. Tiga cita-cita besar AMAN sama sekali tidak bisa ditawar sudah menjadi keharusan bagi pengurus baik tingkat nasional, wilayah dan daerah untuk terus memacu gerakan masyarakat adat. Keberadaan AMAN Sumbawa dianggap oleh masyarakat adat adalah sebagai jalan bersama antar sesama masyarakat adat untuk sama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Harapan masyarakat adat kepada AMAN Sumbawa begitu besar sekali harapannya. Ini dibuktikan bahwa setiap tahun keanggotaan AMAN Sumbawa terus bertambah. Seiring dengan meningkatnya ketambahan anggota AMAN Sumbawa maka AMAN Sumbawa terus dipacu untuk memberikan pelayanan kepada anggota. Dalam dua tahun terakhir dimasa pandemic covid 19 terbukti AMAN Sumbawa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Disini bermula AMAN Sumbawa mulai mendorong agar masyarakat adat bagaimana bisa bertahan dan mandiri atas pangan di tengah covid 19. Salah satu contohnya masyarakat adat Pusu Untuk menghadapi permasalahan sosial ekonomi dilingkungan masyarakat adat Pusu. Masyarakat adat Pusu membuat skema baru untuk bertahan hidup, yang selama ini belum pernah dilakukannya. Apa yang mereka lakukan adalah : (1) Melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat; (2). Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Adat. Kedua hal ini dilakukan oleh masyarakat adat Pusu adalah sebagai bentuk kesiapan mereka dalam menghadapi perubahan iklim situasi Covid 19 ini. (3). Penguatan Keorganisasian pemuda adat dan perempuan adat. Dan pada tata kelola kelembagaan Pada tata kelola kelembagaan, bahwa masyarakat adat Pusu melakukan pertemuan kampung di komunitas adat untuk membuat perencanaan, kesepakatan dan komitmen terkait pangan dan ekonomi yang cocok dikembangkan di tengah situasi Covid 19. Masyarakat adat Pusu membentuk kelompok usaha, baik pemuda, perempuan atau kelompok lainnya yang disepakati oleh komunitas adat untuk kesiapan pengelolaan wilayah adat. Adapun kelompok usaha yang dibuat oleh masyarakat adat Pusu adalah Badan Usaha Milik Masyarakat adat (BUMA). Badan ini di kelolah oleh pemuda adat dan perempuan adat.

B. UPAYA AMAN SUMBAWA DALAM MEMBENTUK BUMMA

Pembentukan Badan Usaha menjadi penting sebagai narasi tanding dari masyarakat adat. Dengan adanya Badan Usaha, menunjukkan bahwa masyarakat adat sangat siap untuk mengelola wilayahnya dengan profesional. Hal ini pun menjadi bukti nyata dari harapan pemerintah yang ingin menghidupkan ekonomi berbasis kerakyatan,” kata Arman saat diwawancara Koran Kaltara melalui sambungan telepon, Minggu (29/12/2019). Secara umum, dijelaskan Arman, tedapat sebelas langkah untuk membentuk Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA). Langkah pertama, perlu dimunculkan pelopor yang berkomitmen mengembangkan kegiatan perekonomian milik masyarakat adat.

Selama periode 2017-2022, AMAN telah mendukung dan membentuk sebanyak 168 kelompok usaha masyarakat adat yang terdiri dari 110 usaha kolektif digerakan komunitas adat baik tetua, pemuda dan perempuan. 20 usaha oleh kelompok pemuda adat dan 38 usaha oleh kelompok perempuana adat. Kelompok masyarakat adat ini tersebar di 137 komunitas masyarakat adat, 47 daerah/kabupaten dan 18 wilayah provinsi.
 Dari paparan sekjen AMAN termasuk salah satu upaya besar organisasi AMAN agar terus mendorog penguatan ekonomi masyarakat adat di nusantara termasuk masyarakat adat di Sumbawa. 

Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh setiap komunitas adat atas dasar prakarsa bersama masyarakat adat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Badan usaha ini adalah dikelolah bersama oleh masyarakat adat baik oleh perempuan adat, pemuda adat maupun campuran bersama antara pemuda perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat adat.
 

Selain apa yang dilakukan oleh AMAN Sumbawa di masyarakat adat Pusu, juga dilakukan ditempat lain sebagai bentuk proteksi dan intervensi AMAN Sumbawa untuk mendorong masyarakat adat membuat Badan Usaha Milik Masyarakat Adat. 

Dalam catatan AMAN Sumbawa sudah ada 11 lokasi masyarakat adat yang didorong untuk pembuatan BUMMA. Seperti di komunitas adat Cek Bocek Selesek Reen Sury Desa Lawin kecamatan Ropang kabupaten Sumbawa, masyarakat adat usal ponto Ai Padeng desa Mama kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa, komunitas adat Pusu desa Tepal kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa, masyarakat adat Bakalewang Kanar desa Labuhan Badas kecamatan Labuhan Sumbawa kabupaten Sumbawa, komunitas adat Payung Jolo desa Lape kecamatan Lape kabupaten Sumbawa, komunitas adat Rebu Payung desa Sepayung kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa, komunitas adat Pekasa desa Jamu kecamatan Lunyuk kabupaten Sumbawa, komunitas adat Riu komunitas desa Tepal kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa, komunitas adat Pedukuhan Talonang desa Talonang Baru kecamatan Sekongkang kabupaten Sumbawa Barat dan komunitas adat Koweng Tatar desa Maluk kecamatan Maluk kabupaten Sumbawa Barat.

Ke 11 lokasi komunitas adat tersebut sebagai konsentrasi AMAN Sumbawa dalam upaya pembentukan BUMMA bagi masyarakat adat. Lewat Bumma ini AMAN Sumbawa menyebutkan bahwa punya keyakinan bahwa masyarakat adat akan berusaha dengan sendirinya. Mereka akan menentukan produk-produk unggulan masyarakat adat yang akan diprioritaskan untuk dijual dan hasilnya nanti akan dibagi hasil bersama sesame komunitas adat. AMAN Sumbawa hanya fasilitasi alat dan fasilitator dalam mendukung setiap kegiatan lapangan di setiap komunitas adat.
  Hal ini dilakukan oleh AMAN Sumbawa sebagai bentuk upaya kongkrit untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat adat. Apalagi masyarakat adat telah mengalami covid 19 untuk pemelihan ekonomi seperti inilah caranya. 

Tata cara AMAN Sumbawa dalam membentuk BUMMA ini , ada berapa langkah yang dilakukan pertama; mensosialisasikan kepada masyarakat adat untuk minta kesepakatan, kedua workshop untuk memilih kepengurusan BUMMA baik dari laki-laki atau perempuan, ketiga lokalatih pengembangan produk unggulan, ke empat workshop starategi pemasaran dan bagi hasil disetiap komunitas adat. Yang menarik dari upaya AMAN Sumbawa ini adalah bahwa Badan Usaha Milik Masyarakat Adat ini adalah di isi oleh komponen perempuan adat dan rata-rata dari setiap komunitas adat tidak ada yang sama menjadi produk unggulannya. Ada yang kain tenun, ada yang buat kripik da ada yang buat minyak  dan obat-obatan. Jadi ini yang menjadi unik bagi AMAN Sumbawa yang tidak dimiliki oleh organisasi lain di Sumbawa dalam hal membuat BUMMA ini sebagai jalan alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Bagi AMAN Sumbaw hanya upaya nyata seperti ini yang bisa dilakukan untuk terus mengembangkan usaha masyarakat adat anggota AMAN.

Kesimpulan;

Upaya yang dilakukan oleh AMAN Sumbawa dalam membentuk BUMMA ini adalah sebagai bentuk upaya agar masyarakat adat anggota AMAN di wilayah kerja AMAN Sumbawa dapat melakukan usaha mandiri masyarakat adat terbukti ketika masyarakat adat mengalami covid 19 bahwa masyarakat adat tidak terngganggu atas keberlangsungan ekonomi masyarakat adat. Adapun langkah yang dilakukan dalam mendorong BUMMA bagi masyarakat adat pertama; mensosialisasikan kepada masyarakat adat untuk minta kesepakatan, kedua workshop untuk memilih kepengurusan BUMMA baik dari laki-laki atau perempuan, ketiga lokalatih pengembangan produk unggulan, ke empat workshop starategi pemasaran dan bagi hasil disetiap komunitas adat. Dan lokasi-lokasi masyarakat adat yang telah didorong BUMMA oleh AMAN Sumbawa adalah ada di 11 (sebelas) lokasi yang telah terbntuk BUMMA. Seperti di komunitas adat Cek Bocek Selesek Reen Sury Desa Lawin kecamatan Ropang kabupaten Sumbawa, masyarakat adat usal ponto Ai Padeng desa Mama kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa, komunitas adat Pusu desa Tepal kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa, masyarakat adat Bakalewang Kanar desa Labuhan Badas kecamatan Labuhan Sumbawa kabupaten Sumbawa, komunitas adat Payung Jolo desa Lape kecamatan Lape kabupaten Sumbawa, komunitas adat Rebu Payung desa Sepayung kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa, komunitas adat Pekasa desa Jamu kecamatan Lunyuk kabupaten Sumbawa, komunitas adat Riu komunitas desa Tepal kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa, komunitas adat Pedukuhan Talonang desa Talonang Baru kecamatan Sekongkang kabupaten Sumbawa Barat dan komunitas adat Koweng Tatar desa Maluk kecamatan Maluk kabupaten Sumbawa Barat. 
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